Materi Pelatihan Bagi Peserta Diklat “Pengelolaan Keuangan Daerah”
Edisi Tahun 2014




Materi Pelatihan

BABII
PENDAPATAN
DAERAH

DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Edisi Tahun 2014

Kementerian Keuangan Republik indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



KATA SAMBUTAN

Kapasitas sumber daya manusia yang andal di seluruh
pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses
pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan
akuntabel, Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan

h para aparat lol, daerah dari
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat
Jenderal Perimb Ki [DIPK} K

Keuangan sejak tahun 198171982 telah menyelenggarakan
Kursus Keuangan Daerah (KKD).

Sementara itu, kegiatan Kursus Kevangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Kevangan
Darmh (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007, Dalam pelaksansannya, KKD dan KKDK
dengan 7 perg: tinggi negeri j dikenal dengan sebutan center
of yaitu: | i ia (UI), Uni Gadjah Mada (UGM), Universitas
Andalas (Unand), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya [UB), Universitas Sam
Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Megara (STANL
Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan updating terutama terkait
dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Pada tahun 2012, modul-
modul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang
sama atas maten yang diajarkan, Seiring dengan adanya transformasi kelembagaan DIPK
dimana salah satu pilamya adalah transformasi KKD/EKDK, maka perbaikan kualitas

KED-KKDK terus dil, kan dan pada tahun 2014, DJPK mendapat dukungan dan

Australia Indonesia i for D isation (AIPD) untuk updating modul

sekaligus menyesuaikannya menjadi modul tennmgra;- yang nantinya akan dilakukan

penjenjangan dari tingkat dasar (basi), lanjutan dan

executive. Hal terwtlut dimaksudkan agar aparatur Dcﬂgulola kevangan daerah dapat
. dan kan kebijakan dan fol.

daerah sesuai dengan peraturan |>erundanqan yang berlaku,

Dalam tahun 2015, akan diselenggarakan in-House Training (Leveling end user training)
bekerjasarma dengan 34 Badiklat Provinsi, Dalam rangka menunjang In-Howse Training tersebut,
DIPK akan menyelenggarakan ToT Master Trainer dan ToT Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
memenuhi kebutuhan tenaga pengajar baik di internal Kemenkeu maupun melibatkan wakil
dari PTN yang tersebar di 34 provinsi,

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Australie Indonesia Partnership for
Decentralisation (AIPD) dan mitra pelaksana AIPD yang telah mendukung pelaksanaan
standardisasi materi pelatihan pengelolaan kewangan daerah ini. Kami berharap output dari
modul integrasi ini akan memudahkan peserta dalam memahami pengelolaan keuangan
daerah sehingga akan mcmbe-nh.m dampak positif bag- peng(-lolaan kwangan daerah ke
depan. Kami juga yang qgi-tingginy,

modul, pimpinan dan pengurus cenfer penyelenggara kegiatan diklat pengelolaan kevangan
daerah serta selurub pihak )Mng :crluw: dalam proses penyusunan standardisasi materi

tatih lolaan k h
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Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan meningkatkan kualitas
h seluruh yang i pelatihan p.

daerah. Ke depan, modul terintegrasi ini dapat terus diupdate dan terjaga kualitasnya amqan
baik serta juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melsksanakan pelatihan
pengelolaan  keuangan daerah. Dengan demlk-an diharapkan pelaksanaan pelatihan
pengelolaan  keuangan daerah  dapat i pada tatalak
pemerintahan yang baik, schingga menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang
berkualitas tinggi.

Jakarta, Novunbalmu
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

NIP. 19530623 198210 1 001
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Pendabuluan

PENDAHULUAN

A, Abstraksi

Secara keseluruhan, modul ini membahas mengenal kensep, struktur, dan aspek teknis p«mnn
daerah, serta
kemudian terbagi kepada 21 lDD'k- Pada setiap topik terdapat pedoman untuk mempelajari topik. Pada
bagian akhis masing-masing topik terdapat soal-soal latihan yang ditujukan untuk mengetahu tingkat
penyerapan dan pemahaman peserta teshadap materi pelatihan, sebagal feedback untuk perbaikan
pembelajaran selanjutriya.

Modul dimulal dabab Bab abrstraksi, tujuan
Instruksional umism, serta metode pembelajaran yang diterapkan dalam D!llﬁhm yang dlm.lluudkan
sebagai pengantar menuju materi madul b s, secara
ringkas hubungan antara pusat dan daersh, meliput antar tingkat

hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, strukfur dan hubungan antara APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahl, serta dana
dekonsentrash, tugas pembantuan, dan dana urusan bersama. Bab kedua adalsh toplk yang berdiri
sendiri.

Pengertian-pengertian dasar berkaitan dengan pendspatan daerah, dibahas dalam bab ketigs, sebagai

beial unlul: memahami dengan lebih baik materl pelatihan pada bab-bab selanjutnya. Pembahasan
o tentang daerah, ol ash daerah (PAD), dana transier, serta

lain-lain pendapatan daersh yang sah. Seperti 2,lbab 3 ini aclalah topék sendin

pro;l wfbna! Md dalim mvdvl ini adalah wnung pendapatan ash d-l«aﬁ !PMJ!. wnq dlhllm
daerah, mmmmw man mengenal pajak daerah ‘dan retribusi daerah, hasil
kekayaan yang dip dan asli daerah yang sah, serta sistem dan
prosedur administrasi pajak daersh dan retribusi daerah. Pengelolaan PEB-P2 dijadikan pokok bahasan
tersendir oleh karena dalam prakbeknya masih banyak daersh yang belum optimal melsksanakannya.
Khiridengan st kasus proses daerah tentang PORD dan studi

kasus PAD. - iri clari 12 topik

Bab kelima, membahas tentang dana transfer, Bibndlmula d!ﬂqm topik konsep, serta pevanan dan
Kebijakan d. S ke daerah, lal hasil pajak pusat, bagi
d;ya alam, dana alokasi emum (DAU) dan dana msi khusus lﬂm serta dana tunaref lainnya. Lain-
Sh (LPDS), Pokok
bahasan tersebut mencalug ionwp dasar jenis, sumber, dasar hukum, dan eptimalisasi LPDS, bagi hasil
X provinsh hibah, dan &

S—— " 1+ boaskadtan d " daerah,
dalam bab ketujuh modul ini dibshas tentang sistem dan prosedur serta penatausshaan pendspatan
daerah sebagal sebush bunga rampal, Bab terakhir, yaitu bab kedelapan, membahas studi katus

daerah. Setelah peng: materi dengan contoh kasus pendapatan daerah,

dan d
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kaml pan]alkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
rahmat dan & ia-Mya, madul P dan P Daerah
ini dapat Modul ini di didalam Py lol
Keuangan Daerah. Adapun tujuan pelatihan yaitu untuk inghatk

peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran,

dan p
APED. Keberhasilan didalam ol daerah memiliki kentribusi
signifikan dalam upaya juck tugjusa b di setiap daerah,
Ptngelolaan I:euangnn daerah yang berlmul antara lain dapat dicirikan dengan
9 yang taat azas, efisien, efektif, transparan dan
akuntabel,
Proses dan pada praktek libatkan banyak pihak
sebagai ku k Peran serta kat dalam forum i
b untuk berbagai masukan sebagai bahan
penyusunan dokumen perencanaan yang pada akhimy\a untuk mencapai tujuan
ional. Proses tersebut dalam UU 25/2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Masional, PP 8/2008 tentang Tahapan,
'lale Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
b Daerah, serta P dagri 54/2010.

Tindak lanjut fase perencanaan adalah proses penganggaran yang melibatkan

banyak pihak baik DPRD maupun SKPD. Berbagai usulan program dan keglatan pedu
dan di dengan Proses

sinkronisasi diatur dalam PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral\.

Permendagri 13/2006 jo dagri 59/2007 jo dagri 21/2011, Terbi

UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit banyak telah mewarnai modul

dan daerah ini.

Kami menyadari bahwa modul ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena ity, kami
sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dalam penyempumaan mdul ini
sehingga bisa menjadi acuan semua pihak aparatur i

Akhir kata, kami sangat be(haup madul ini dapat bermanfaat terutama bagi peserta
diklat guna Tak lupa kami terima kasih
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang turut mendukung dan
memberikan saran dan arahan di dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, November 2014

Tim Penulis
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